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ABSTRACT

Reproductive health is an important aspect in improving the quality of life of women of childbearing
age, especially in urban work environments. The study aimed to understand the perception of women of
childbearing age towards the use of long-term contraceptives (KJP) and their attitudes towards early
detection of cervical cancer. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through semi-
structured interviews and observations of five informants in the work environment of the state-owned Kimia
Farma in central Jakarta. The results show that the perception of KJP is still influenced by myths, fear of
side effects, and the role of couples in decision-making. Meanwhile, attitudes towards pap smear
examinations are still low due to fear, misconceptions, and lack of institutional support. An individualistic
organizational culture and lack of internal education programs have also strengthened passive attitudes
towards reproductive health. This study emphasizes the need for participatory educational approaches,
institutional support, and cultural understanding in designing contextual interventions to improve literacy
and access to reproductive services for women of childbearing age in urban settings.
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ABSTRAK

Kesehatan reproduksi merupakan aspek penting dalam peningkatan kualitas hidup perempuan usia
subur, terutama di lingkungan kerja perkotaan. Studi ini bertujuan untuk memahami persepsi wanita usia
subur terhadap penggunaan kontrasepsi jangka panjang (KJP) dan sikap mereka terhadap deteksi dini kanker
serviks. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-
terstruktur dan observasi terhadap lima informan di lingkungan kerja BUMN Kimia Farma jakarta pusat.
Hasil menunjukkan bahwa persepsi terhadap KJP masih dipengaruhi oleh mitos, ketakutan efek samping,
serta peran pasangan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, sikap terhadap pemeriksaan pap smear
masih rendah karena rasa takut, miskonsepsi, dan kurangnya dukungan institusi. Budaya organisasi yang
individualistis dan minimnya program edukasi internal turut memperkuat sikap pasif terhadap kesehatan
reproduksi. Studi ini menegaskan perlunya pendekatan edukasi yang partisipatif, dukungan institusional, dan
pemahaman budaya dalam merancang intervensi yang kontekstual guna meningkatkan literasi serta akses
layanan reproduksi bagi perempuan usia subur di lingkungan perkotaan.

Kata kunci: Deteksi dini; kesehatan reproduksi; persepsi; penggunaan kontrasepsi jangka panjang;

1. PENDAHULUAN
Kesehatan reproduksi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat,
khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan usia subur [1]. Wanita usia subur (WUS)
didefinisikan sebagai perempuan dengan rentang usia 15-49 tahun yang merupakan kelompok sasaran utama
dalam program-program intervensi kesehatan reproduksi [2]. Hal ini karena mereka berada pada fase biologis
yang paling aktif untuk mengalami kehamilan dan melahirkan [3]. Dalam konteks pembangunan
berkelanjutan, penguatan akses terhadap informasi, layanan kontrasepsi, serta deteksi dini penyakit
reproduksi sangat penting untuk mendukung hak reproduksi perempuan dan mengurangi risiko komplikasi
kesehatan yang tidak diinginkan.

Pentingnya kesehatan reproduksi juga tidak bisa dilepaskan dari upaya menurunkan angka kematian
ibu dan bayi [4]. Akses terhadap layanan reproduksi yang berkualitas termasuk kontrasepsi dan pemeriksaan
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kesehatan rutin, terbukti mampu menekan kejadian kehamilan berisiko serta komplikasi saat persalinan [5].
Peningkatan literasi kesehatan reproduksi menjadi salah satu strategi penting dalam mencapai target
Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ketiga tentang kesehatan yang baik dan
kesejahteraan. Banyak negara berkembang termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam mengelola
kesehatan reproduksi perempuan usia subur. Ketimpangan akses layanan, ketidakseimbangan informasi, serta
rendahnya pemberdayaan perempuan menjadi hambatan utama. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis
komunitas dan kebijakan multisektoral sangat diperlukan untuk menjamin bahwa perempuan, terutama yang
berada dalam kelompok rentan, mendapatkan layanan yang setara dan bermartabat.

Faktor pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku reproduktif [6].
Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran lebih baik mengenai
pentingnya kontrasepsi, skrining penyakit reproduksi, serta perencanaan keluarga [7]. Hal ini harus ditopang
oleh kebijakan publik yang mampu menghadirkan layanan reproduksi secara terintegrasi dan mudah diakses
oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, peran tenaga kesehatan sangat vital dalam menyampaikan
informasi yang akurat dan ramah terhadap kebutuhan perempuan [8]. Pelayanan yang bersifat partisipatif,
empatik, dan menghormati pilihan individu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan
kesehatan reproduksi. Dengan demikian, tenaga kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana layanan,
tetapi juga sebagai agen perubahan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan [9].

Perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan juga memengaruhi cara perempuan menyikapi
kesehatan reproduksi mereka. Perkotaanisasi membawa tantangan baru seperti keterbatasan waktu, pola
makan tidak sehat, dan stres kerja yang dapat berdampak pada kesehatan hormonal dan sistem reproduksi
[10]. Oleh karena itu, intervensi kesehatan di wilayah perkotaan perlu dirancang secara fleksibel dan
menyesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat modern. Selain aspek medis dan akses layanan,
dimensi psikososial juga tidak boleh diabaikan [11]. Rasa percaya diri perempuan dalam mengambil
keputusan terkait reproduksi, termasuk penggunaan kontrasepsi dan skrining penyakit sering kali dipengaruhi
oleh dukungan sosial di sekitarnya [12]. Dalam hal ini, keterlibatan pasangan, keluarga, dan komunitas
menjadi faktor penting dalam membangun budaya kesehatan yang positif.

Kebijakan kerja yang mendukung kesehatan reproduksi juga perlu diperkuat. Penyediaan cuti
kesehatan, ruang laktasi, serta edukasi rutin di tempat kerja dapat menjadi bentuk komitmen institusi terhadap
kesejahteraan perempuan pekerja. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang peduli terhadap isu kesehatan,
perusahaan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam dunia
kerja [13]. Isu kesehatan reproduksi juga terkait erat dengan hak asasi manusia. Setiap perempuan berhak
mendapatkan informasi dan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Oleh karena itu,
pendekatan berbasis hak (rights-based approach) harus menjadi dasar dalam setiap program dan kebijakan
kesehatan reproduksi [14].

Penting untuk memperkuat kerja sama antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam
mendukung kesehatan reproduksi perempuan. Kemitraan yang solid dapat memperluas jangkauan layanan,
mempercepat adopsi inovasi, dan meningkatkan efisiensi program yang ada. Selain itu, pendekatan budaya
dalam pelayanan kesehatan reproduksi juga menjadi kunci dalam membentuk respons positif masyarakat
terhadap program-program yang ditawarkan [15]. Intervensi yang mengabaikan nilai-nilai budaya lokal justru
dapat menimbulkan resistensi [16]. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan
untuk memahami konteks sosial budaya masyarakat sebelum menerapkan kebijakan [17].

Pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan juga harus menjadi bagian penting dari
strategi peningkatan kesehatan reproduksi [18]. Ketika perempuan memiliki kendali atas tubuh dan
kesehatannya sendiri, mereka lebih cenderung memilih tindakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan diri dan
keluarganya [19]. Pendidikan kesehatan berbasis komunitas dapat membantu memperkuat kapasitas ini [20].
Media massa dan media sosial memiliki potensi besar dalam menyebarluaskan informasi kesehatan
reproduksi. Kampanye publik yang dikemas secara menarik dan berbasis data dapat menjangkau audiens
yang lebih luas, termasuk generasi muda yang mulai memasuki usia reproduktif.

Di sisi lain, aspek ekonomi juga memengaruhi akses perempuan terhadap layanan kesehatan
reproduksi [21]. Biaya pelayanan, transportasi, dan hilangnya waktu kerja menjadi pertimbangan yang tidak
bisa diabaikan. Oleh karena itu, penyediaan layanan gratis atau bersubsidi dapat menjadi langkah strategis
dalam memperluas cakupan pelayanan. Kesiapan infrastruktur dan tenaga medis yang terlatih menjadi syarat
mutlak keberhasilan program reproduksi [22]. Pemerintah daerah perlu didorong untuk memperkuat
kapasitas fasilitas layanan primer, baik dari sisi sarana maupun SDM. Pelatihan rutin dan insentif yang
memadai juga dapat meningkatkan motivasi tenaga kesehatan dalam memberikan layanan berkualitas.

JURNAL JUFDIKES Vol 7 No. 2 (Juli 2025) —P-ISSN: 2828-240X, E-ISSN: 2828-2469, Hal 19-31



JURNAL JUFDIKES Vol 7 No. 2 (Juli 2025) —P-ISSN: 2828-240X, E-ISSN: 2828-2469, Hal 19-31

Salah satu intervensi utama dalam kesehatan reproduksi adalah penggunaan alat kontrasepsi,
terutama kontrasepsi jangka panjang (KJP) seperti 1UD, implan, dan tubektomi [23]. Alat ini terbukti lebih
efektif dalam mencegah kehamilan dalam jangka waktu panjang, dibandingkan metode jangka pendek seperti
pil dan suntikan [24]. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
prevalensi penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Indonesia pada tahun 2022 mencapai
22,6%, masih lebih rendah dibandingkan metode kontrasepsi jangka pendek seperti suntik dan pil. Meskipun
data spesifik mengenai penggunaan MKJP di kalangan perempuan usia produktif yang bekerja di sektor
formal belum tersedia, beberapa studi menunjukkan bahwa faktor pekerjaan dan akses informasi
memengaruhi pemilihan metode kontrasepsi [25].

Rendahnya angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Indonesia tidak
semata-mata disebabkan oleh keterbatasan fasilitas kesehatan, tetapi juga mencerminkan adanya persepsi
negatif, mitos, serta ketidaktahuan yang melekat dalam pemahaman masyarakat [26]. Faktor-faktor ini seperti
kurangnya edukasi, pengaruh budaya, dan kepercayaan terhadap informasi yang keliru, turut berkontribusi
pada rendahnya adopsi MKJP di kalangan pasangan usia subur [27]. Persepsi ini terbentuk dari berbagai
pengalaman, informasi yang tidak akurat, serta interaksi sosial dan budaya yang berkembang dalam
lingkungan hidup perempuan, termasuk di tempat kerja [28]. Banyak perempuan mengkhawatirkan efek
samping jangka panjang, seperti gangguan hormonal, penurunan libido, atau bahkan stigma bahwa KJP hanya
digunakan oleh perempuan yang sudah tidak ingin memiliki anak sama sekali.

Kondisi ini semakin kompleks ketika dilihat dari sudut pandang budaya organisasi dan lingkungan

kerja. Di perusahaan-perusahaan formal seperti BUMN, isu kesehatan reproduksi sering kali dianggap
sebagai urusan pribadi, bukan ranah kolektif atau tanggung jawab institusi. Minimnya program edukasi
internal, absennya dukungan sistemik terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, serta tidak adanya ruang
diskusi yang aman bagi perempuan pekerja membuat isu ini sulit dibicarakan secara terbuka. Dalam konteks
ini, budaya organisasi secara tidak langsung membentuk cara perempuan memahami dan menyikapi hak-hak
reproduksinya.
Lingkungan perkotaan, meskipun sering diasumsikan memiliki akses informasi yang lebih baik, tidak serta
merta membentuk perilaku kesehatan yang lebih progresif. Sebaliknya, tekanan pekerjaan, tuntutan gaya
hidup, serta individualisme yang tinggi justru dapat memperkuat sikap abai terhadap kesehatan diri. Hal ini
tampak dalam pola perilaku perempuan pekerja di sektor formal yang cenderung mengutamakan
produktivitas kerja, dibandingkan upaya preventif dalam menjaga kesehatan reproduksi.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menggali persepsi wanita usia subur
terhadap penggunaan kontrasepsi jangka panjang dan sikap mereka terhadap deteksi dini penyakit reproduksi
di lingkungan kerja perkotaan. Studi ini memfokuskan perhatian pada dimensi budaya yang membentuk cara
pandang, pengalaman, serta pengambilan keputusan perempuan terkait kesehatan reproduksi mereka. Dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menangkap secara mendalam nuansa-
nuansa sosial, psikologis, dan budaya yang seringkali tidak terjangkau oleh survei kuantitatif. Hasil dari
penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi kerja, pembuat kebijakan, dan tenaga
kesehatan dalam merancang intervensi yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan perempuan
usia subur di lingkungan kerja perkotaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Kesehatan Reproduksi dan Wanita Usia Subur

Konsep kesehatan reproduksi secara teoritis mencakup dimensi biologis, psikologis, dan sosial yang
memengaruhi kemampuan individu untuk merealisasikan fungsi reproduksinya secara sehat dan aman[29].
Dalam kerangka ini, perempuan usia subur menjadi subjek penting karena berada dalam periode biologis
aktif reproduksi[30]. Menurut Yanti, E. M., Wirastri (2023) wanita usia subur (WUS) didefinisikan sebagai
perempuan berusia 15-49 tahun yang memiliki kebutuhan spesifik terkait layanan kontrasepsi, pemeriksaan
kesehatan rutin, serta edukasi seputar perencanaan keluarga. Sejumlah literatur menyatakan bahwa
pemahaman kesehatan reproduksi pada WUS dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni tingkat
pendidikan, akses terhadap fasilitas layanan, dukungan pasangan, dan konteks budaya tempat tinggal[32],
[33]. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, peran institusi kesehatan dan tenaga medis menjadi krusial
dalam menyediakan informasi yang akurat dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan WUS[34].

Penelitian terdahulu juga menyoroti pergeseran persepsi perempuan usia subur di lingkungan
perkotaan, di mana individualisme, beban kerja, dan minimnya ruang diskusi reproduktif di tempat kerja
menjadi faktor yang memperlemah kesadaran preventif terhadap kesehatan reproduksi[35]. Selain itu,
pendekatan rights-based dalam pelayanan kesehatan menempatkan WUS sebagai pemegang hak, bukan
hanya sebagai objek layanan, sehingga intervensi reproduktif harus didasarkan pada prinsip otonomi,
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kesetaraan, dan non-diskriminasi[36]. Berdasarkan tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa studi-studi
sebelumnya menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan partisipatif dalam memahami kesehatan
reproduksi WUS, dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan institusional yang membentuk
perilaku mereka terhadap layanan kontrasepsi dan deteksi dini penyakit.

2.2 Persepsi Terhadap Kontrasepsi Jangka Panjang (KJP)

Persepsi terhadap kontrasepsi jangka panjang (KJP) merupakan hasil interaksi antara pengetahuan,
pengalaman, nilai budaya, serta pengaruh sosial yang membentuk sikap seseorang terhadap metode
kontrasepsi tertentu[37]. KJP, yang mencakup implan, intrauterine device (IUD), dan tubektomi, dikenal
memiliki efektivitas tinggi dan jangka waktu pemakaian yang panjang[38]. Namun, berbagai studi
menunjukkan bahwa adopsi KJP di kalangan perempuan usia subur, khususnya di wilayah perkotaan, masih
tergolong rendah[39]. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa persepsi negatif terhadap KJP umumnya
disebabkan oleh kekhawatiran akan efek samping, seperti gangguan hormon, penurunan kesuburan, dan
ketidaknyamanan fisik [40]. Hal ini diperparah oleh beredarnya mitos di masyarakat, termasuk anggapan
bahwa KJP hanya cocok bagi perempuan yang tidak ingin memiliki anak lagi. Sumber informasi yang tidak
kredibel seperti cerita dari teman sebaya atau media sosial sering kali membentuk pemahaman keliru yang
sulit diluruskan oleh informasi medis yang valid.

Selain itu, faktor pasangan juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi perempuan
terhadap KJP. Dalam masyarakat dengan pola relasi patriarkal, keputusan penggunaan kontrasepsi sering kali
dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh suami. Penolakan pasangan terhadap metode seperti implan atau
IUD, meskipun tanpa dasar medis yang kuat, tetap menjadi hambatan signifikan dalam penggunaan KJP.Dari
sisi teori, pendekatan Health Belief Model (HBM) menjelaskan bahwa persepsi terhadap kontrasepsi sangat
dipengaruhi oleh empat komponen utama: perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits,
dan perceived barriers [41]. Dalam konteks KJP, perempuan yang merasa tidak berisiko mengalami
kehamilan yang tidak diinginkan, atau yang menganggap KJP lebih berisiko daripada bermanfaat, cenderung
menolak penggunaan metode tersebut.

2.3 Deteksi Dini Kanker Serviks dan Hambatan Psikososial

Deteksi dini kanker serviks, seperti melalui pemeriksaan pap smear atau IVA (Inspeksi Visual
dengan Asam Asetat), merupakan upaya preventif yang sangat dianjurkan untuk perempuan usia subur[42].
Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa sikap perempuan terhadap pemeriksaan ini masih
dipengaruhi oleh persepsi risiko, stigma sosial, dan hambatan psikologis lainnya[43]. Sikap pasif atau enggan
melakukan deteksi dini sering kali tidak berasal dari ketidaktahuan semata, melainkan juga dari rasa takut,
rasa malu, serta kekhawatiran terhadap hasil pemeriksaan [44].

Di samping itu, kurangnya dukungan institusi tempat kerja dalam memfasilitasi pemeriksaan berkala
dan edukasi reproduksi juga berpengaruh terhadap rendahnya inisiatif individu [45]. Lingkungan kerja yang
tidak menyediakan waktu, ruang, atau program edukatif mengenai skrining kanker serviks memperkuat
persepsi bahwa isu ini adalah tanggung jawab pribadi, bukan bagian dari kesejahteraan bersama. Selain faktor
eksternal, hambatan psikologis seperti kecemasan terhadap hasil, rasa takut dikucilkan, dan stigma terhadap
kanker berkontribusi besar terhadap sikap negatif terhadap pemeriksaan pap smear[46]. Di beberapa
masyarakat, kanker masih dianggap sebagai penyakit yang "menakutkan” dan memalukan, sehingga
perempuan cenderung menghindari skrining meskipun sadar akan manfaatnya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami persepsi wanita usia
subur (WUS) terhadap penggunaan kontrasepsi jangka panjang (KJP) serta sikap terhadap deteksi dini kanker
serviks di lingkungan kerja perkotaan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2025 di kantor pusat salah
satu BUMN farmasi di Jakarta Pusat, dengan lima orang informan wanita usia 2540 tahun yang dipilih
secara purposif berdasarkan kriteria: perempuan bekerja, berada dalam usia subur, dan bersedia diwawancara.
Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipatif terhadap
perilaku kesehatan dan ketersediaan akses edukasi reproduksi di lingkungan kerja. Wawancara dilakukan
secara langsung selama 30-60 menit dengan pedoman pertanyaan terbuka. Data dianalisis secara tematik
menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan [47]. Aspek etika dijaga dengan meminta persetujuan dari setiap partisipan secara lisan,
menjamin kerahasiaan identitas, dan memastikan partisipasi bersifat sukarela tanpa tekanan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
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4.1 Persepsi Terhadap Kontrasepsi Jangka Panjang (KJP)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki persepsi yang masih
bercampur antara pemahaman ilmiah dan mitos terkait kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan.
Dua informan (RA, 28 tahun dan YN, 31 tahun) mengungkapkan kekhawatiran terhadap efek samping,
seperti ketidakseimbangan hormon, nyeri saat haid, bahkan kemungkinan alat kontrasepsi bergeser di dalam
tubuh. RA menyatakan,

“Saya takut pakai IUD, kata teman saya bisa geser dan nyangkut di rahim. Jadi saya lebih pilih KB
suntik aja meski harus bolak-balik. ” (RA, 28 tahun)

Pernyataan RA mencerminkan kekhawatiran dan ketakutan yang muncul akibat informasi atau
pengalaman yang didapat dari lingkungan sosialnya, khususnya dari teman sebaya. Ketakutan RA terhadap
penggunaan IUD yang dianggap bisa “geser dan nyangkut di rahim” menunjukkan adanya persepsi negatif
dan stigma yang mungkin belum berdasarkan bukti ilmiah, melainkan berasal dari mitos atau pengalaman
subjektif dalam komunitasnya [48]. Hal ini berimplikasi pada preferensi RA memilih metode KB suntik,
yang walaupun memerlukan kunjungan berulang, dianggap lebih aman dan dapat diterima secara psikologis
[49]; [50].

Secara budaya, hal ini menggambarkan bagaimana pengetahuan dan sikap terhadap KJP dipengaruhi
oleh interaksi sosial dan narasi yang beredar di lingkungan perkotaan tersebut [51]. Ketakutan akan efek
samping fisik yang dianggap mengancam kesehatan reproduksi menghambat penerimaan terhadap metode
kontrasepsi jangka panjang yang sebenarnya efektif dan praktis. Ini juga menandakan perlunya intervensi
edukasi yang berbasis budaya, sehingga informasi yang benar dan komprehensif dapat diterima oleh wanita
usia subur, dan mitos-mitos yang menyesatkan dapat diluruskan [52].

Dari sisi kesehatan masyarakat, pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan persepsi
masyarakat terhadap alat kontrasepsi sangat berpengaruh terhadap keputusan penggunaan [53]. Oleh karena
itu, upaya promosi kesehatan dan konseling keluarga berencana harus memperhatikan aspek psikososial dan
budaya agar lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan KJP di lingkungan perkotaan [51]; [54].

Sementara itu, informan lain (DN, 34 tahun dan LS, 39 tahun) yang telah menggunakan KJP selama
lebih dari 2 tahun menyampaikan pengalaman yang relatif positif, meskipun awalnya juga memiliki ketakutan
serupa. DN menyebutkan bahwa keberhasilannya bertahan menggunakan implan tidak lepas dari konseling
yang diberikan oleh bidan puskesmas tempat ia memasang alat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa
pemberian informasi yang tepat dan komunikasi profesional dari tenaga kesehatan dapat memperbaiki
persepsi negatif.

Rendahnya tingkat literasi reproduksi dan dominasi informasi informal dari lingkungan sosial
menjadi faktor penghambat utama dalam pemanfaatan KJP. Dalam masyarakat perkotaan sekalipun, masih
terjadi ketimpangan pengetahuan yang menyebabkan munculnya rasa takut, ragu, dan ketidakpastian dalam
memilih metode kontrasepsi. Faktor pasangan juga ditemukan cukup berpengaruh. MA (30 tahun)
mengungkapkan,

“Suami saya tidak setuju saya pasang implan. Katanya bisa bikin hormon jadi nggak stabil, nanti
malah nggak subur.” (MA, 30 tahun)

Pernyataan MA menggambarkan bagaimana dinamika kekuasaan dan peran suami dalam
pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi jangka panjang di lingkungan keluarga [55]; [56]. Penolakan
suami terhadap pemasangan implan yang didasarkan pada kekhawatiran akan gangguan hormon dan
penurunan kesuburan menunjukkan adanya persepsi negatif yang kuat yang mungkin berasal dari
pengetahuan yang terbatas atau miskonsepsi yang berkembang di dalam komunitas [57].

Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap KJP tidak hanya dipengaruhi oleh individu wanita,
tetapi juga oleh anggota keluarga, khususnya suami, yang memiliki peran penting dalam menentukan apakah
seorang wanita akan menggunakan metode tersebut atau tidak. Dalam konteks budaya perkotaan yang masih
memegang nilai-nilai patriarki, suara dan pendapat suami kerap menjadi faktor dominan yang dapat
membatasi kebebasan dan otonomi wanita dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksinya [58].

Ketakutan akan ketidakstabilan hormon dan infertilitas juga mencerminkan adanya kekhawatiran
terhadap efek samping jangka panjang KJP yang seringkali belum didukung oleh bukti ilmiah yang memadai
dalam pemahaman masyarakat. Mitos ini memperkuat resistensi terhadap penggunaan KJP meskipun secara
medis metode implan telah terbukti aman dan efektif [59].

Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terkait KJP tidak hanya bersifat individu,
melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika relasi pasangan. Dengan demikian, persepsi terhadap kontrasepsi
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jangka panjang di lingkungan kerja perkotaan belum sepenuhnya rasional, dan masih sangat dipengaruhi oleh
mitos serta intervensi pasangan. Diperlukan pendekatan edukasi yang lebih kontekstual dan partisipatif agar
perempuan usia subur dapat membuat keputusan yang sadar dan tepat terkait kesehatan reproduksinya.

Dengan demikian, pernyataan ini menegaskan pentingnya pendekatan edukasi keluarga yang tidak
hanya menyasar wanita saja, tetapi juga suami dan anggota keluarga lainnya [60]. Intervensi kesehatan
reproduksi yang sensitif budaya perlu melibatkan dialog terbuka untuk meluruskan miskonsepsi dan
menguatkan dukungan keluarga, sehingga keputusan penggunaan KJP dapat diambil secara bersama-sama
dengan dasar informasi yang benar dan sesuai kebutuhan [61]; [62].

4.2 Sikap Terhadap Deteksi Dini Kanker Serviks

Terkait dengan sikap terhadap pemeriksaan pap smear, USG transvaginal, dan deteksi dini kanker
serviks lainnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa hanya satu dari lima informan (LS, 39 tahun) yang
rutin melakukan pemeriksaan pap smear satu kali setahun. Informan lainnya menyatakan belum pernah
melakukan pemeriksaan tersebut. Alasan yang paling umum meliputi rasa takut terhadap hasil (RA), belum
merasa perlu karena belum menikah (YN), dan keterbatasan waktu atau tidak adanya ajakan dari instansi
(DN dan MA). RA menyebutkan,

“Saya tahu pap smear penting, tapi jujur saya takut. Takut kalau ternyata hasilnya jelek... jadi lebih
baik tidak tahu dulu.” (RA, 28 tahun)

Pernyataan RA mencerminkan adanya ambivalensi yang kompleks antara pengetahuan dan
ketakutan dalam sikap terhadap deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan pap smear [63]. Meskipun
informan menyadari pentingnya pap smear sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini, muncul perasaan
takut yang mendalam terhadap kemungkinan hasil yang tidak diharapkan—yakni hasil yang menunjukkan
adanya masalah kesehatan [64]; [65].

Ketakutan ini bukan hanya sekadar ketakutan medis, tetapi juga dapat dipahami sebagai respons
emosional yang berkaitan dengan kecemasan akan stigma sosial, ketidakpastian masa depan, dan beban
psikologis yang mungkin timbul jika diketahui menderita penyakit serius [66]; [67]; [68].Sikap "lebih baik
tidak tahu dulu" merupakan mekanisme perlindungan diri yang berusaha menghindarkan diri dari
ketidaknyamanan emosional dan konsekuensi sosial yang mungkin menyertai diagnosis kanker [69]; [70].

Dalam konteks budaya perkotaan yang mungkin masih memegang norma sosial tertentu, ketakutan
ini juga bisa dipengaruhi oleh kurangnya dukungan sosial, kurangnya informasi yang memadai mengenai
proses dan manfaat pap smear, serta adanya miskonsepsi atau mitos seputar kanker serviks [71]. Rasa takut
ini berpotensi menjadi penghambat utama dalam melakukan deteksi dini, yang pada akhirnya dapat
memperburuk prognosis kesehatan [72].

Pernyataan ini menegaskan bahwa selain edukasi kesehatan yang meningkatkan pengetahuan,
intervensi juga perlu menargetkan aspek psikososial dengan memberikan dukungan emosional, mengurangi
stigma, dan membangun kepercayaan agar wanita merasa aman dan nyaman untuk menjalani pemeriksaan
kesehatan reproduksi secara rutin [73]. Sementara YN, yang belum menikah, mengungkapkan bahwa:

“la merasa pemeriksaan itu hanya perlu dilakukan oleh perempuan menikah. (YN, 31 tahun)

Pernyataan YN yang menyatakan bahwa pemeriksaan deteksi dini kanker serviks “hanya perlu
dilakukan oleh perempuan menikah” mengindikasikan adanya konstruksi sosial dan budaya yang kuat terkait
hubungan antara status pernikahan dan kewajiban menjalani pemeriksaan kesehatan reproduksi.

Sikap ini bisa dipahami sebagai manifestasi dari norma dan nilai budaya yang menganggap aktivitas
seksual, yang merupakan faktor risiko utama kanker serviks (karena hubungan dengan infeksi HPV), hanya
terjadi dalam konteks pernikahan yang sah. Dengan demikian, perempuan yang belum menikah dianggap
tidak berisiko atau tidak perlu khawatir terhadap kanker serviks [74].

Sikap seperti ini dapat berkontribusi pada keterbatasan pengetahuan dan kesadaran mengenai
pentingnya deteksi dini bagi seluruh wanita usia subur, tanpa terkecuali status pernikahannya [75]. Hal ini
bisa menghambat perempuan yang belum menikah untuk mengakses layanan kesehatan preventif, sehingga
meningkatkan risiko keterlambatan diagnosis jika terjadi infeksi atau perubahan pra-kanker [76].

Selain itu, persepsi ini juga menunjukkan adanya stigma atau tabu sosial yang masih melekat dalam
masyarakat perkotaan terkait diskusi dan tindakan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi bagi
perempuan belum menikah [77]. Pembicaraan tentang aktivitas seksual dan risiko terkait kanker serviks bisa
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dianggap sebagai sesuatu yang sensitif dan kurang diterima untuk dibahas secara terbuka oleh perempuan
yang belum menikah [78].

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, pemahaman yang sempit ini menggarisbawahi perlunya
intervensi edukasi dan komunikasi kesehatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap konteks budaya [79].
Pendidikan yang menyeluruh harus menginformasikan bahwa risiko kanker serviks tidak terbatas pada status
pernikahan, dan bahwa deteksi dini melalui pemeriksaan seperti pap smear adalah langkah penting bagi
semua perempuan usia subur guna mencegah komplikasi serius di masa depan [80].

Dengan demikian, pernyataan ini bukan hanya mencerminkan sikap individu, tetapi juga
memperlihatkan tantangan budaya yang perlu diatasi agar deteksi dini kanker serviks dapat diakses secara
optimal oleh seluruh perempuan, demi peningkatan derajat kesehatan reproduksi dan pencegahan penyakit
secara efektif [81]; [82]; [83].

Berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan RI (2021), deteksi dini kanker serviks melalui pap
smear dianjurkan bagi perempuan usia 21 tahun ke atas, baik yang sudah menikah maupun belum, sebagai
upaya preventif terhadap risiko kanker serviks [84]. Namun kenyataannya, literasi tentang pentingnya
skrining kanker serviks masih rendah, bahkan di kalangan perempuan terpelajar. Hambatan psikologis seperti
rasa takut, malu, dan kecemasan terhadap hasil medis merupakan faktor yang lebih dominan daripada
hambatan akses atau biaya. Dari observasi lingkungan kerja, tidak ditemukan program reguler yang
memfasilitasi pemeriksaan pap smear atau edukasi tentang deteksi dini kanker serviks. Ketidakterlibatan
institusi dalam membentuk budaya pencegahan juga berkontribusi pada rendahnya inisiatif individu untuk
melakukan pemeriksaan secara mandiri. Sikap pasif ini menunjukkan perlunya pendekatan institusional
untuk mendorong kesadaran dan akses terhadap layanan preventif, terutama di lingkungan kerja formal.

4.3 Pengaruh Budaya dan Lingkungan Kerja

Budaya kerja yang cenderung profesional dan individualistis di kantor BUMN tempat penelitian
dilakukan turut membentuk cara pandang dan sikap terhadap kesehatan reproduksi. Informan mengakui
bahwa isu-isu seperti kontrasepsi, pap smear, dan kesehatan serviks jarang dibicarakan secara terbuka. Hal
ini menciptakan atmosfer “diam” yang membuat topik-topik tersebut dianggap tabu atau terlalu pribadi untuk
dibicarakan di ruang kerja. LS mengungkapkan,

“Saya pernah usul ke HRD supaya ada seminar kesehatan perempuan, tapi katanya belum ada
anggaran dan dianggap tidak terlalu mendesak.” (LS, 39 tahun)

Pernyataan LS mencerminkan bagaimana budaya organisasi dan lingkungan kerja dapat
memengaruhi akses dan eksposur wanita usia subur terhadap informasi kesehatan, khususnya mengenai
kesehatan reproduksi dan kontrasepsi jangka panjang (KJP). Ketika usulan untuk mengadakan seminar
kesehatan perempuan ditolak oleh pihak HRD dengan alasan keterbatasan anggaran dan dianggap tidak
mendesak, hal ini menunjukkan rendahnya sensitivitas institusi terhadap isu kesehatan reproduksi perempuan
sebagai bagian integral dari kesejahteraan karyawan. World Health Organization (2017), menegaskan
pentingnya integrasi isu kesehatan reproduksi ke dalam kebijakan dan praktik kesehatan kerja di berbagai
institusi.

Secara budaya, terdapat kecenderungan dalam organisasi—terutama di lingkungan Kkerja
perkotaan—untuk mengutamakan aspek produktivitas dan efisiensi kerja dibandingkan isu-isu kesehatan
personal, terlebih lagi jika menyangkut topik yang masih dianggap sensitif seperti kontrasepsi, menstruasi,
atau kanker serviks. Konteks ini mengindikasikan bahwa kesehatan reproduksi perempuan belum sepenuhnya
menjadi prioritas dalam kebijakan internal perusahaan, yang mencerminkan bias gender struktural dalam
pengambilan keputusan. Penelitian ini dipertegas oleh | L O (International Labour Organization) (2018),
Menjelaskan bagaimana kebijakan tempat kerja seringkali kurang inklusif terhadap kebutuhan kesehatan
perempuan, mencerminkan adanya ketimpangan gender dalam struktur organisasi.

Ketiadaan dukungan dari lingkungan Kkerja juga memperlihatkan bahwa perempuan pekerja,
meskipun hidup di lingkungan perkotaan dengan akses informasi yang lebih baik, tetap menghadapi
hambatan sistemik dalam mengakses edukasi yang relevan dan komprehensif. Hal ini pada akhirnya
berdampak terhadap persepsi, pilihan, dan keputusan mereka dalam menggunakan metode KJP, karena
kurangnya ruang diskusi, edukasi formal, maupun dukungan sosial di tempat kerja. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang di lakukan oleh Tlaiss (2015), bahwa norma sosial dan budaya dalam dunia kerja
memengaruhi akses perempuan terhadap informasi kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi. Demikian
juga penelitian yang di lakukan oleh Bambra et al. (2007), bahwa perubahan struktural dan kurangnya
dukungan sosial di tempat kerja berdampak pada kesejahteraan karyawan, termasuk dalam aspek
pengambilan keputusan kesehatan pribadi seperti kontrasepsi.
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Dari sudut pandang public health, pernyataan ini menegaskan perlunya pendekatan promosi
kesehatan yang tidak hanya menyasar komunitas berbasis keluarga atau pelayanan kesehatan primer, tetapi
juga merambah ke lingkungan kerja sebagai arena penting untuk intervensi edukasi. Pentingnya
mengintegrasikan program KB dalam berbagai ruang sosial, termasuk tempat kerja, untuk menjamin hak dan
pilihan perempuan atas informasi kontrasepsi [89]. Dalam konteks urban yang kompetitif, lingkungan kerja
bisa menjadi salah satu titik strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan usia subur melalui peningkatan
literasi kontrasepsi, pengurangan stigma, dan pembentukan iklim kerja yang ramah gender. Ini menunjukkan
bahwa kepedulian terhadap isu kesehatan perempuan masih rendah di tingkat institusional. Meskipun
perusahaan memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan, belum ada strategi atau program promotif dan
preventif khusus untuk perempuan pekerja usia subur.

Temuan ini sejalan dengan pernyataan WHO (2013), yang menegaskan bahwa lingkungan kerja
merupakan salah satu titik masuk strategis untuk intervensi kesehatan, termasuk promosi edukasi dan deteksi
dini penyakit tidak menular seperti kanker serviks [90]. Namun, belum semua institusi menyadari potensi ini.
Dalam konteks Indonesia, budaya kerja yang belum ramah terhadap isu kesehatan reproduksi perempuan
menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam program pencegahan penyakit. Budaya
organisasi yang tidak responsif terhadap isu kesehatan perempuan dapat menciptakan kesenjangan antara
akses informasi dan perilaku nyata. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh Jusuf dan Martha (2025),
intervensi berbasis tempat kerja dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perilaku
hidup sehat, terutama jika dilakukan secara sistematis dan menyeluruh [91].

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wanita usia subur terhadap kontrasepsi jangka panjang
(KJP) masih dipengaruhi oleh ketakutan akan efek samping, informasi yang tidak valid, serta intervensi dari
pasangan. Meskipun sebagian informan telah menggunakan KJP dengan pengalaman positif, mayoritas
masih merasa ragu karena kurangnya pemahaman yang benar. Di sisi lain, sikap terhadap deteksi dini kanker
serviks, seperti pap smear dan USG, juga cenderung pasif. Hambatan utama adalah rasa takut terhadap hasil
pemeriksaan, kurangnya pemahaman bahwa pemeriksaan ini penting meskipun belum menikah, serta
minimnya inisiatif institusi dalam memfasilitasi layanan kesehatan reproduksi. Budaya kerja yang kurang
mendukung keterbukaan terhadap isu kesehatan perempuan turut memperkuat sikap pasif ini. Oleh karena
itu, diperlukan intervensi edukatif yang tidak hanya menyasar individu, tetapi juga melibatkan institusi kerja
dalam menciptakan budaya yang mendukung kesadaran dan tindakan preventif terhadap kesehatan
reproduksi perempuan usia subur.

Dalam hal ini, perempuan usia subur, khususnya yang bekerja di lingkungan perkotaan, perlu
didorong untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kontrasepsi jangka panjang dan deteksi dini
kanker serviks melalui sumber-sumber yang kredibel, seperti tenaga kesehatan, media edukatif resmi, atau
pelatihan berbasis tempat kerja. Upaya ini harus didukung oleh peran aktif institusi kerja—termasuk BUMN
dan instansi pemerintah—dalam menyediakan program kesehatan reproduksi secara berkala. Program
tersebut bisa berupa seminar edukasi, pemeriksaan pap smear gratis, maupun kerja sama strategis dengan
fasilitas kesehatan setempat sebagai bagian dari kebijakan promosi kesehatan kerja. Selain itu, tenaga
kesehatan diharapkan lebih proaktif dalam memberikan edukasi yang berbasis empati dan sensitif terhadap
konteks budaya. Pendekatan ini penting agar pesan kesehatan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu
menjangkau aspek psikologis dan sosial perempuan, sehingga mereka merasa lebih aman, didukung, dan
percaya diri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka.
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